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GUBEF UR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PIERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGARKERJAAN

DI PROVINSI RIAU

DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan menindaklanjuu
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang
Penvclenggaraan Program Jaminan Kehtlangan Pekerjaan
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor G1 Tahun 2028
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit,
serta instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Optimialisasi Pelaksanaan Program Jarminan Sosia!
Ketenagakerjaan, maka Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalu.
Badan Penvelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan D:
Provinsi Riau. perlu dilakukan perubahen;

b. bethwe bercdasarkan pertunbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubcrnur
Riau Nomor 15 Tahun 2017) tentang Perlindungar:
Tenaga Kerja Mclalui Badan Penvelenggara Jaminan
Sosia: Netenagekerjaan di Provins: Ria.

Mengingat: 1 Pasel 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945):

tO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20083 tentang
Ketenage xcriaan {Lomparan Negara Repubiak Indonceste
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Iidonesia Nomor 1279):

3. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2011 ventang Badar.
Penvelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negare
Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahar.
Sembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undarne-Uncang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lermbaran Negara Republik
indonesia Tehun 2Oi-+ Nomor 244. Tambahan Lembarar.
Nevara Republik bidonesta Normor S537) schagaimana
eehlady behberapa kei lterekhir decean Unaang

Nomor © Jbanun 20256 tentang Ponetapes
Poratuiran Pemerintan Pengeyentt Uncang-lLacdang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 711, Tambahan
Lomburan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b
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8.

10.

ll.

13.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provins:
Riau (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran negara Republik
Indoncsia Nomor 6808};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undarg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Nerje
menjadi ULndang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841};

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penveluenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negare
Repabuk Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indoncsia Nomor 5473);

7

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penvelengearaan Program Jarminan Kecclakaan hera dar
Jaminan owematian (Lemdacay Negaré Republik
indonesia Pahun 2015 Nomor 134. Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5715; scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 4] Tahun 2015 renlany
Penveicngegaraan Program Jaminan Keeclaxaan Nema dan
Jaminan Nemalian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 231], Tambahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomor 6-427);
Peraturan Pemerintah Normor 37 Tahun 2021.) tentang
Penvclonyggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaar
thembaren Nevara Repubuk Indonesta Tahun 2021
Nomor -h7, ‘Taanbahan Lembaran Negara Repablik
indonesia Nomor 6649);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang
Mana Bagi Hasi! Perkebunan Sawit (Lembaran Negary.
Repubuk Tadonesia Tahun 2023 Nomor 1O1, Tambahar
aermberan Negara Republik Indonesia Nomor 0838-4);

Peraturan Menier! Dalam Neger) Nomor 80 Tahun 2015
ceentang Pembentukan Produsx Hukum Daerah (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahttn 2015 Nomor 2030:
scbagaimana telah diubah cengan Pcraturan Menter:
Daam Neeert Nomoer 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor
SO Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201¢
Nomor 157);
veratucan Menceri Retcnagakerjaan Republ.k [ndoweste
Nomor 1S Pahun 202] tentang Tata Cara Pemberian
Manfaat Jaminan Kehivlangan Pexecryaan (Berita Negare
Republik Indonesia Taiiun 2021 Normor 247);
Peraturan Mentert Keuangan Nomoer 91 Fahun 2026
centang Penvelolaan Dana Bagi Fasil Perkebunan Sawn
ident. Negera Repubuk Indonesia Tahun 20238 Nomor
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Menetapkan:

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor -} Tahun 2012
tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Provins! Riau (Lembaran Daerah Provins:
Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSBKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBIERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALU!
BADAN PIENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI RIAU.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor
15 Tahun 20:7 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Mclalui
Badan Penvelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan D:
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017
Nomor 15), diubah sebagai berikut :

Netentuan Pasal 1 angka -} dan angka 5 diubah dan ditambah
2 (dua) angka vakni aneka 27 dan angka 28, schingga
berbunyi sebagai berikut:

1

Pasal !

Dalam Persturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :. Ss s
1. Previnst adalah Provinsi Riau.

tO Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

ds Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras! Provinsi Riau atau
dengan sebutan lain vang disingkalt dengan dinas adalah
Peramgekat Deeran vang menvelenggarakan urusan
semerintahan dibidany ketenagakerjaan.
Badan Penvelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
vang selaniutnva disingkat BPJS Netenagakerjaan adalah
Badan Hukum yang dibentuk untuk menyvelenggarakar
program Jarninan Kecclakaan Keria, Jeminen Har Tua.
Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan
Achilangar Pekerjeter.

6. Pekerja adalah sctiap orang yang bekcrja dengan
menerima vaji, upah. atau impaian dalam oentuk lain.

7. Pemberi Kerja adalah orang perscorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan lainnva vang mempexkerjakan
ienagi: kerja atau penvelenggara negara vang
mempekerjakan pegawai negeri dengan membavar gajl.
epah. atau imbalan dalam bentuk latnva.

8. Penvelunggara Negara adalah pcjabat ncgara yang
menjaiankan fungsi eksekutif, legislauy, atau vudixatil,
dan pejabat Jain vang fungsi dan tugas pokoknvya
derkalian dengan penvelenggaraan negara sesual dengan
selonluai peraturan perundang-undangar. vang beriaku.
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9.

10.

li,

13.

14,

Penahapan Kepesertaan yang selangutnve disebut
penahapan adalah tahapan vang dilakukan oleh pember
kerja untuk mendaftarkan dirinva dan pekerjanyva
sebagai peserta sesual dengan program jaminan sosial
vang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pernberl Kerja Jasa Kontruksi adalah orang
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan
iainnva vang mempekerjakan tenaga kerja pada provek
fasa konuuksi dengan mernbavar gaji, upah, atar.
Mbalin dalam bentuk lainnva.
Pengeuna jasa kontruksi adalah orang perscorangan
alau badan sebavai permberl tugas atau pemills
pekerjaan/provek vang memerlukan lavanan jase
KONUPLUKS!,

Penvecia Jasa hkoniruks: adalah orang perscorangan
atau badan vang kegiatan usananva menvediakan
ayaa jasa kontrukst.

Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau Sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
Deserta pengawasan vang mencakup pekerjaan
arsitektur, sipii, mekamikal, clektrikel, dan tate
iingkungean masing-rnasing beserta kelengkapannya.
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fsik

VW

Peserta adalah scuap orang, ltermasuk orang asing vang
dekeria paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, vany
tolah mnembevar luran.,

Peserta Penerima Upah vang selantutnva disingkal
Peserta PU adalah setiap crang vang bekerja pada
oermberi kerja selain penyelenggara negara dengan
menerima gajl atau upah.
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Peserta Bukan Penerima Upah vang se-anjutnve
disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan vang
melakukan kegiatan usaha secara mandir untuk
mnemperoleh penghasilan.

adalah hak Pekerja vang Citerima dan dinvatakar
dalam bentuk wang sebagat imbelan dart pembern kerf
sepad:. Pekerja vang ditetapkan dan dibavar menurut
suatu perianjian keria, kesepakatam atau peraturar
neruncang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja
dan keluarganva atau suatu pekerjaan dan, atau jase
vang tclan atau dilaxukan,
Necelasanr Kerja adalah kecelakaan vang terjacdh vang
serhubungan dengan hubungan kerja. vermasuk
penvaxit Vang Uumbul karena hubungan kerja. Demikiar.
pula kecclekaan vang terjadi dalam perjalanan berangkat
dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumal.
melalud jalan: Vang wajer atau biasa dilalul,

Kecelakaan Nerja vang sclanjuciva disingkat
JKN adaleh manfaat berupe uvang tunal dan’
o¢laveaan keschatan vang dioerikerm pads saat pesert..
mMengiwiaml kecellakaun kKera ulau pervakit yang,
disebaokan oleh lngkungarn Ker.
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20. Jaminan Kematian vang selanjutnyva disingkat JKM
adalah manfaat uang tunal vang diberikan kepada ahl:
Warls KCUKa peserta meninggal dunia bukan_ akibat
keceakaan kerja.

21. Jarminan Hari Tua adalah vang sclarjuinva disingkat
JHT adalah jaminan vane memberikan kepastian
peneri naan penghasilan vang diverixan sckaligus, pad.
saat lenaga <erja Mencapal hari tua (usia 35 tattun) atau
memenull persvaratan lertenlu.

lO tO Jaminan Pensiun vang selanjutnva disingkat JP adalah
gaminen sosial yang bertujuan untuk mempertanankan
derage. Kehidupan vang lavek bagi peserta dan/atan ah:
Warishiva Genvan omemberikan penghastian setelal
peseris Phemasuk! USla pensiun, mengalermi cecal tota:
iclatp, atau meninggal dunia.

23. Cacat adalan keadaan berkurang atau hilangnva fungs:
tubuh atau hilangnva anggota badan vang secara
rangstne atau acdak lengsung menegakibatkan berkurany
atau Lilangnya kKemainpuan dekerma dleau menjalankar
ockerj anya.

24. Pengawas Ketenagakerjaan ialan pegawar tcknis
Serkeanlian khusus dart Nemenicrian Retcnagaserjadys.
vany citumuk oleh Menten Ketenagakeraen.

25. llarga Nentrax adelah pekeriaan borengan vang
fercantten clalam kontrak pekerjaan aiau beberapa
xontrax pekerjaan dart suatu provek, antara pember:
sere pcimlik dari kontraktor Pembangunen.

26. Masa fur adalah jumlah bilan pelunasan pembayaran
iuran kepada Badan Penyvelengeara Jaminan Sosie:
Aclenagakcrjaan,

27. Pekerian Rentan adalah pekerja sektor informal vang
rentan menvalaum resiko kera dan resiko sostal serte
berpenghasilan rendah, scrta tidak mampuo membavar
SUP) sosie. ketones kerjaan.

Jaminan Achilangan Pekerjaan selanjutnve disingkat
JKP adalah jaminan sosial vang diberixan kepada
Pekeria vang mengalami pemutusan huoungan kerje:
Deru pa Mianiaal Wang Luna, axses informesi pasar kerja.
dan poaubhan kerja,

28

Ketenluan Paesal 6 ditambah 1 (satu) huruf vakoi huruf ¢

sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 6

Jaminan Sosial vang disclongearakan oleh BPUS
Ketenagakeraan adalah :

a. JNIN:

b. JHT:
c. JKM;
ad. JP:
e. JAP.
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Pada BAB II Bagian kedua ditambah 1 (satu) Paragraf, vakni
Paragral Kelima dan Diantara Pasal 10 dan Pasal 1]
disisipkan | (satu) Pasal yakni Pasal |OA, seh:ingga berbuny:
scbaval berikut :

Paragraf Kelima
JKP

Pasal 1OA

(1) JKP diberikan kepada pekerja Pencrima Upah yang telah
dikutsertakan oleh Pengusaha dalam Program Jaminan
Sosial dengan masa kepesertaan tertentu.

(2) Manfaat JRP sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
atlas |

a. any tunal selama 6 (bulan):
W. akses informasi pasar kerja; dan
e. pelatihan kerja.

(GO) curan JKP sebagaimana dimeksud pada avet (1) ocrasa.
dart rexomposisi Bantuan Pemerintah Pusat dan Sumber
Pendanaan Jaminan Sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kenmmitian) sehingga oekerja udak
menambah iuran.

(cs) ‘Teta vara penvelenggaraan dan pengajuan, manfaat.
Masai kepesertaan dan pendanaan cilaxsanakar
serpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pada BAB !I ditambah 1 (satu) Bagian vakni Bagian Ketiga,
dan Diantara Pasal lOA dan Pasal 1: disisipxan 2 (due) Pasa:
vakn: Pasa: (0B dan Pasal 10C, schinegga berbuny1 sebagai
berik.tu:

Bagian Keliga
Fasilitas! Jaminan Sosial Ketenagake.jaan

Pasal LO}

(1) Permerintah Provinst melalui Dinas memtasilitas:
acpesertuan Program Jaminan Sosial AKetenagakerjaan
nag? Pexcria Rentan sesual dengan kemampuan
seucuian daerah,

(2) Bentux fasihtas: kepesertaan sebagaimana cimaksuc
pada avat (1) berupa:
a. pendaftaran pesertet;

Oaplukan Tren Kepesertaan: /atau

C.oDenengegaraal sosialisus: Program Jaminan Sosia.
Kotomagaxerjaan,

(3) Pekerk. renian sebagaimana dimaksud pada avat (1;
meliputijenis pekerjaan dan kriteria scbagai berikut:



a. Jenis pekerjaan:
1. tenaga pendidik bidang keagamaan dan peneurus

‘emipat ibadah:
2. tenage relawan, pekerja padat karva. pelaku.

olahraga dan pelaku seni:
$3. pekerja pada Perkebunan Sawit dan Ekosistem

Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk
Turunan Perkebunan Sawit dengan status tanpa
perjanplan Kerja;

4+. pekerja informal lainnva.
Db. Arteria:

I. status pekerjaannyva tidak tctap/buruh tidak
have;
oeruseha sendiri:

3. pekerja keluarga/tidak dibavar,

2.

Pencrima bantuan jiuran kepesertaan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) huruf b ditctapkan dengan
Neputisan Kepala Dinas.

Pasa: LOC1

Persvaratan penerima baniuan iuran kepesertaar.
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10B avat (4).
melpuu:
a. Wajhd memiliki Data Kependudukan Provinsi dengan

batasan pekerja berusia diantara 18 sampai dengan 63
tahi.n dada saat didaftarkan;

>. belum terdaftar senagal peserta PIS
Ketenagakerjaan.

Besaran Dbantuan juran kepesertaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1OB avat (2) huruf b sesua:
dengar ketentuan peraturan perundang-undangan,
isanituin jluran kepesertaan bagi Pekerja Perkebunar
Sawit dan Pekema di Ekosistem Perkcbunan Sawit atau
Pekerj. Gari Produk Turunan Perkebunan Sawit
schagaimana dimaksud dalam Pasal 1013 avet (3) huruf
angka 3 dibavarkan pating lama sclama 3 [Uga} tahun.

RKetentuan Pasal 31 diubah dan ditambah 1 (satuj avat vakni
aval 2), sehingga berbuns! sebavai beri<u:

D.

Sats

Pasa: 3]

ava vang diperltukan untuk mendukang pcluksanaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Dersumber
dart Angeavan Pendapatan dar Belania Negara. Angearan
Pendaoetan dan Belanja Daerah darfetau Angearea
BPUS xctenagakeraan Kantor Wilavah, Kantor Cabang
I3PJS BPJIS Netenagakerjaan vang berada di Provinsi.



Diuncany
pada lang:

Ren

Zevat

ails

il

(2) Bantuan iuran kepesertaan bagi pekerja pade
Perkebunan Sawit dan Ekosistem Perkebunan Sawit atat
Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Saw: dengan
stalus lanpa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10B avat (3) huruf a angka 3 bersumber
pada Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah dar:
Mokas: Dana i.agi bhasil Saat.

Pasal JI

Peraturan Gubernur int mulai berlaku pada langga.
diuncangken,
Agar seuap orang menectahulnva, rnemerintanker
pengundangan Peratuiran Gubernur imi dengan
penempatannva dalam Berita Daerah Provins: Riau.

Dicapkan di Pekaubarsn
pada tuneveal

GUBERNER RIAL.

SVA NI S CA R

de Pekeanyeru

SERKRETARIS DAWG!!! PROVINSI RIAU

WH. HARIYANTCO

TA DAISR ATL PROVINS! RIAL TAHUN 2023 NOMORK:

aSesuai Dengan Aslinyasbala Biro Huku

SETDA
LLY/WARDHANI. SH. MH

650823 199203 2 003
em#¥ina Utama Muda
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